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Khoirul Anwar, 2016, Sinkronisasi Court InvolvementTerhadap Arbitrase
Syariah Guna Menegakan Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi
Syari’ah. Promotor Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum, Co Promotor
Burhanudin Harahap, SH., MH., Phd. Disertasi. Surakarta : Program Doktor Ilmu
Hukum Universitas Sebelas Maret.
Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui penyebab court
involvement terhadap arbitrase syari’ah yang tidak sinkron sehingga belum
mendukung penegakan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi
syari’ah. 2). Untuk memdapatkan bentuk court Involvement terhadap Arbitrase
Syari’ah yang dapat mendukung penegakan hukum Islam dalam penyelesaian
sengketa ekonomi syari’ah dalam kerangka sistem peradilan di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu penelitian hukum
normatif/doktrinal dan non doktrinal. Penelitian hukum normatif/doktrinal
digunakannya untuk menjawab permasalahan dengan melihat asas-asas, norma-
norma, serta hukum yang telah dipositifkan melalui undang-undang maupun jadge
made law. Kegiatan dalam hal ini mencakup inventarisasi, pemaparan,
interpretasi, dan evaluasi keseluruhan hukum positif (teks otoritatif) berkenaan
dengan arbitrase syari’ah. Penelitian hukum non doktrinal digunakannya untuk
pembahasan permasalahan mewujudkan Keterlibatan Pengadilan (Court
Involvement) Terhadap Arbitrase Syariah Guna Menegakan Hukum Islam Dalam
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah. Data diambil dari pihak-pihak yang
terkait dengan Arbitrase syariah dan juga dari narasumber yang ahli baik di
bidang hukum materiil maupun hukum formil berkenaan dengan penyelesaian
sengketa khususnya melalui arbitrase syari’ah.Data yang diperoleh kemudian
dilakukan analisis secara kualitiatif.
Hasil Penelitian 1). Penyebab ketidaksinkronan court involvement
terhadap arbitrase syari’ah adalah politik hukum Negara RI tentang court
involvement terhadap Aritrase Syari’ah inkonsisten. 2). Bentuk court involvement
terhadap Arbitrase Syari’ah yang mendukung penegakan hukum Islam dalam
penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah yaitu court involvementterhadap arbitrase
syariah adalah dengan Peradilan Agama yang merupakan representasi dari
peradilan Islam di Indonesia. Upaya tersebut memerlukan langkah-langkah yang
mutlak harus dilakukan adalah sebagai berikut: a). Dalam ranah substansi hukum
diperlukan pembaharuan pengaturan arbitrase syari’ah. b). Dalam ranah struktur
hukum diperlukan pembaharuan struktur lembaga peradilan. c). Dalam ranah
kultur hukum diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat tentang ketaatan
terhadap klausula arbitrase syari’ah yang telah dibuat.
Kata Kunci : Arbitrase Syari’ah, ekonomi syari’ah, keterlibatan Pengadilan
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ABSTRACT
Khoirul Anwar, 2016, Synchronization of Court Involvement on
Arbitration Sharia in order to enforce Islamic law in the Economy of Shariah
Dispute Resolution. Promoter Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH, M. Hum, Co
Promoter Burhanuddin Harahap, SH., MH., Phd. Dissertation. Surakarta: Sebelas
Maret University Doctoral of law Program.
The purposes of this research are 1). To find out the causes of
unsynchronized in the court involvement of the arbitration of sharia that does not
yet support the enforcement of Islamic law in the sharia economic dispute
resolution. 2).To realize court involvement on arbitration of Sharia in order to
enforce Islamic law in the sharia economic dispute resolution within the
framework of justice system in Indonesia
This study uses normative legal research/doctrinal and non-doctrinal.
Normative legal research / doctrinal used to answer the problem in the context of
the enforcing Islamic law in the sharia economic dispute resolution within the
framework of justice system in Indonesia. These activities include inventory,
presentation, interpretation, and the overall evaluation of the positive law (an
authoritative text) with respect to the arbitration Sharia. Non doctrinal legal
research used for the discussion of issues that fully realize court involvement on
arbitration of Sharia in order to enforce Islamic law in the sharia economic dispute
resolution within the framework of justice system in Indonesia, which requires the
data obtained from the field. The collected data is analyzed by qualitative
analysis.
The results of this study are 1). The causeof unsynchronized in the court
involvement of the arbitration of shariais inconsistency of the legal political on
arbitration of Sharia. 2). To realize court involvement on arbitration of Sharia in
order to enforce Islamic law in the sharia economic dispute resolution within the
framework of justice system in Indonesia is the synchronization between court
involvement with the judiciary, namely the Religious Courts which is
representative of the Islamic court in Indonesia.Such efforts require the steps that
absolutely must be done is as follows: a). The legal substances necessary renewal
of Sharia arbitration. b). In the realm of the legal structure necessary renewal of
the structure of the judiciary. The renewal is done by adjusting the authority of the
arbitration court involvement Shari'ah to the courts that the judicial representation
of Islam in Indonesia. c). In the realm of legal culture is necessary to increase
public awareness about the adherence to Sharia arbitration clause that has been
made.
Keywords: Arbitration Sharia, the sharia economic, and court involvement
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RINGKASAN DISERTASI
Setiap orang memiliki hak untuk melakukan kegiatan ekonomi guna
memenuhi kebutuhan hidup serta mencapai kesejahteraan hidupnya. Manusia
memiliki hak ekonomi dan sosial dan termasuk salah satu hak asasi manusia. Oleh
karena kegiatan ekonomi merupakan hak asasi, maka dengan demikian setiap
orang memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Secara
yuridis formal jaminan kebebasan tersebut telah termuat dalam Undang-Undang
Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat(4). Melaksanakan kegiatan ekonomi
sebagaimana dijamin dalam ketentuan UUD 1945 tersebut dapat dilakukan
dengan melakukan kegiatan ekonomi baik didasarkan pada sistem ekonomi
konvensional maupun kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip agama
Islam (ekonomi syari’ah).
Melakukan kegiatan dengan sistem ekonomi konvensional, bagi sebagian
masyarakat dirasakan belum sesuai dengan keinginan dasar dari hak asasinya,
sehingga ia memilih melakukan kegiatan ekonomi dengan sistem ekonomi
syari’ah yang dianggap cocok baginya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Hal
demikian dikarenakan ekonomi syari’ah merupakan usaha untuk menghindari
praktek-praktek ekonomi yang dilarang oleh Islam. Dalam sistem ekonomi
syari’ah melarang segala bentuk ketidakadilan. Aktifitas ekonomi syari’ah
memiliki karakter khusus yang sekaligus membedakan dengan cara-cara kegiatan
ekonomi konvensional yaitu larangan adanya tambahan yang disyaratkan dalam
transaksi bisnis tanpa adanya padanan (iwad) yang dibenarkan syariah (riba),
ketidak pastian (gharar), dan perjudian (maysir).
Perhatian utama bagi para pelakunya adalah pemenuhan prestasi,
pelaksanaan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Bagi bisnis syari’ah
disamping pemenuhan prestasi, pelaksanaan hak dan kewajiban dari masing-
masing pihak, juga ditujukan kepada adanya prinsip syari’ah yang melandasi
kegiatannya. Sehingga sebenarnya perhatian utama baik bisnis konvensional
maupun bisnis syariah adalah bukan konflik (conflict) dan sengketa (dispute) yang
timbul. Dalam prakteknya, konflik dan sengketa dapat saja muncul.
Dalam penyelesaian sengketa perdata, khususnya dalam sengketa bisnis,
cara-cara penyelesaian sengketa adalah merupakan kebebasan dari para pihak.
Para pihak dapat menempuh carapenyelesaian sengketa melalui pengadilan
ataupun di luar pengadilan. Peradilan bukanlah satu-satunya mekanisme
penyelesaian sengketa. Terdapat alternatif penyelesaian sengketa di luar
pengadilan sebagaimana dikemukakan oleh Marc Galanter dalam tulisannya yang
berjudulJustice In Many Rooms: Court, Privat Ordering and Indigenous Law.
Secara sosiologis, di Indonesia telah lahir dua lembaga institusional
arbitrase. Lembaga arbitrase yang pertama lahir adalah Badan Arbitrase Nasional
(BANI) tahun 1977. Keberadaan Badan Arbitrase Nasional (BANI) tersebut bagi
masyarakat yang menginginkan arbitrase dijalankan dengan prinsip syari’ah
dianggap belum sesuai, sehingga  atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI),
pada tahun 1993 berdiri Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang
kemudian pada tahun 2003 berubah nama menjadi Badan Arbitrase Syariah
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Nasional (BASYARNAS). Lahirnya lembaga arbitrase syari’ah ini didasarkan
kepada filosofi bahwa kegiatan ekonomi syari’ah memiliki karakter khusus yang
berbeda dengan kegiatan ekonomi barat (konvensional). Selanjutnya secara
yuridis, keberadaan arbitrase telah mempunyai pijakan yaitu dengan disahkan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
Sebagaimana arbitrase pada umumnya, Arbitrase Syari’ah dalam
prosesnya masih membutuhkan peranan Pengadilan. Prinsip umum bagi arbitrase
adalah peranan pengadilan dalam proses arbitrase terbatas, guna terjamin
penyelesaian secara final. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menganut
prinsip limited court involvement yaitu peranan peradilan dalam proses arbitrase
terbatas. Secara ideal, court involvement (peranan peradilan) dimaksud adalah
untuk menguatkan dan mendukung lembaga arbitrase agar optimal dalam
penyelesaian sengketa yaitu cepat, efektif dan efisien. Di samping hal tersebut,
juga tetap mendukung adanya sifat final, mengikat (binding) dan terjaminnya
kerahasiaan (confidential) dalam abitrase.
Secara filosofi terdapat perbedaan antara “Arbitrase” dengan “Arbitrase
Syari’ah”. Semangat “Arbitrase” menghendaki kemandirian penuh dan terlepas
dari lembaga peradilan. Sedangkan “Arbitrase Syari’ah” dalam kadar tertentu,
sangat membutuhkan lembaga pengadilan (negara). Dalam menyelesaiakan
sengketa, Islam mencanangkan pentingnya sebuah institusi yang memiliki otoritas
untuk membantu penyelesaian sengketa melalui perdamaian dan sekaligus
memiliki kekuatan (power) untuk memaksa jika keadaan dan kondisi
menuntutnya. Institusi yang dimaksud tersebut adalah institusi negara (pengadilan
negara). Dalam Arbitrase Syari’ah, peranan lembaga peradilan sangat dibutuhkan
terutama dalam menjaga agar prinsip-prinsip/nilai-nilai Islam dalam kegiatan
ekonomi tetap tegak. Berperkara, dalam perspektif Islam adalah merupakan proses
mencari kebenaran. Pencarian kebenaran dalam perspektif Islam adalah ibadah.
Selanjutnya berkenaan dengan court involvementterhadap Arbitrase
syari’ah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Ketentuan normatif dalam undang-undnag
tersebut menyebutkan secara tekstual pengadilan adalah pengadilan negeri.
Dalam sistem peradilan di Indonesia dikenal beberapa forum pengadilan
yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Lingkungan
Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan
Militer. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa menentukan Pengadilan yang
dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah pengadilan negeri (lingkungan
Peradilan Umum), sehingga court involvement terhadap arbitrase adalah
Pengadilan Negeri.
Hukum acara yang dijadikan acuan dari forum-forum pengadilan tersebut
diatur sesuai ketentuan perundang-undangan secara umum (general), seperti
ketentuan yang termuat dalam HIR, RBg, dan lain-lain, biasanya hanya ditentukan
pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yaitu “pengadilan negeri”, dan
tidak menyebut secara spesifik pengadilan yang lain yang sifatnya khusus.
Keadaan ini tidak menjadikan hambatan dalam praktek hukum acara di Indonesia,
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karena telah lazim dilakukan penafsiran untuk disesuaikan dengan kewenangan
absolut pengadilan yang bersifat khusus. Pada Pengadilan Agama yang memiliki
kewenangan untuk mengadili perkara tertentu yang bersifat khusus, telah lazim
dipraktekan penafsiran tersebut yaitu dalam peraturan perundang-undangan
disebutkan “Pengadilan negeri” ditafsirkan dengan “pengadilan Agama”,
sepanjang materi perkara yang diperiksa adalah merupakan kewenangan absolut
Pengadilan Agama. Penafsiran ini berpijak dari ketentuan Pasal 54 Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang menentukan bahwa
“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama
adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang
ini”.
Masalah menjadi muncul pada court involvement terhadap arbitrase
syari’ah. Arbitrase syari’ah memiliki kewenangan menangani sengketa tertentu
bidang ekonomi syariah, akan tetapi ketentuan yang menyebutkan “Pengadilan
Negeri” dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tidak dapat ditafsirkan
“Pangadilan Agama”, yang memiliki kewenangan di bidang sengketa ekonomi
syariah, sebagaimana penafsiran yang lazim dilakukan dalam hukum acara,
sehingga court involvement terhadap arbitrase syari’ah adalah pada Pengadilan
Negeri.
Keadaan seperti uraian di atas jelas menunjukkan bahwa terjadi
ketidaksinkronan court involvement terhadap arbitrase syari’ah karena terdapat
berbedaan landasan filosofi antara arbitrase syari’ah yang pijakannya pada prinsip
syari’ah dengan pengadilan negeri yang berpijak pada hukum konvensional.
Seharusnya court involvement terhadap arbitrase syari’ahadalah pada pengadilan
Agama, karena baik arbitrase syari’ah maupun Pengadilan Agama memiliki
kesamaan dalam kewenangannya yaitu sengketa ekonomi syari’ah.  Karena tidak
selaras, maka akibatnya adalah court involvement tidak dapat mendukung
arbitrase syari’ah dalam penegakkan syari’at Islam dan hukum Islam,
mewujudkan keadilan dan memelihara silaturahmi yang menjadi landasan
filosofisnya. Khusus dalam hal court involvement terhadap arbitrase syariah,
ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undanga yang menyebutkan
“pengadilan negeri” tidak dapat ditafsirkan dengan ”pengadilan agama”, menjadi
permasalahan besar dan jelas-jelas menunjukkan adanya ketidaksinkronan court
involvement. Dengan demikian untuk menyinkronkan court involvement terhadap
arbitrase syari’ah terlebih dahulu harus dikaji secara mendalam untuk mengetahui
penyebab ketidaksinkronan tersebut. Norma yang ada saat ini, sesungguhnya tidak
akan memunculkan ketidaksinkronan jika penafsiran sebagaimana lazim
digunakan dalam hukum acara diterapkan pula dalam court involvement, akan
tetapidalam prakteknya menjadi lain karena penafsiran tersebut tidak dapat
dilakukan.
Setelah penyebab ketidaksinkronan diketahui, dan lembaga peradilan
yang ditentukan telah selaras, selanjutnya mekanisme court involvement terhadap
arbitrase syari’ah yang benar-benar dapat mendukung penegakan hukum Islam
bidang ekonomi syariah dapat terwujud jika kemudian diadakan penyesuaian
struktur dari lembaga yang diberi kewenangan mengangani sengketa ekonomi
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syariah. Penyinkronan tidak cukup mengalihkan kewenangan melalui norma tetapi
diikuti pula dengan penyelarasan pada struktur lembaganya.
Selanjutnya jika penekananya pada penegakan hukum Islam bidang
ekonomi syariah, maka upaya untuk menemukan meknisme court involvement
terhadap arbitrase syari’ah yang benar-benar dapat mendukung penegakan hukum
Islam bidang ekonomi syariah, masih perlu melihat dari sisi kultur pihak yang
bersengketa. Sikap para pihak dalam menggunakan lembaga court involvement
terhadap arbitrase syariah merupakan parameter penting untuk mengetahui
mendukung atau tidaknya court involvement terhadap penegakan hukum Islam
bidang ekonomi syariah. Upaya penyinkronan court involvement secara utuh
berarti pula juga membawa kepada konsep limited court involvement. Para pihak
yang cenderung lebih menggunaan lembaga court involvement merupakan hal
yang negatif bagi penegakan hukum. Court involvement dimaksudkan untuk
mendukung eksistensi dari arbitrase syari’ah, sehingga meskipun lembaga court
involvement tersebut ada, hal tersebut semata-mata hanya merupakan pintu
terakhir dari pihak-pihak yang sepakat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase
syari’ah benar-benar menemui jalan buntu dan satu-satunya cara hanya melalui
lembaga court involvement. Secara filosofi pihak-pihak yang mengikatkan diri
dan sepakat memilih arbitrase syariah secara implisit berarti mereka sepakat
“tidak akan” menggunakan penyelesaian melalui jalur pengadilan. Idealnya
putusan arbitrase syari’ah final dan binding serta ditaati oleh pihak-pihak. Filosofi
klasik dari memilih arbiter dalam arbitrase syari’ah adalah sama dengan memilih
seorang “Hakam” untuk menyelesaikan sengketanya. Hakam adalah seorang
ulama yang dianggap mampu dalam bidang agama sekaligus dianggap mampu
menyelesaikan konflik.  Dalam pandangan pihak-pihak, hakam adalah memiliki
karismatik sehingga putusannya bersifat sakral dan ditaati.  Kenyataan yang ada
saat ini, teori klasik tersebut telah bergeser. Kecenderungan dari pihak-pihak tidak
lagi menganggap arbiter memiliki karisma dan putusannya bersifat sakral dan
ditaati, padahal pihak-pihak sendiri yang memilih arbiter. Court involvement
cenderung digunakan pihak sebagai altenatif jika perkaranya tidak menang di
arbitrase syari’ah. Potensi negatif tersebut dapat dilihat dari data bahwa pelaku
kegiatan ekonomi syariah pada perbankan syariah didominasi oleh pihak-pihak
yang dimotivasi profit dan benefit.
Kondisi sebagaimana tergambar di atas, jika tetap dibiarkan dan tidak
segera mendapatkan solusi, dipastikan tidak akan memberi kontribusi positif, baik
bagi pada pihak sendiri maupun kepada institusi hukum formal seperti problema
menumpuknya sengketa bidang ekonomi pada peradilan. Lebih ironi lagi hal
tersebut memberi pengaruh negatif terhadap perkembangan ekonomi syari’ah
yang memiliki potensi bagi pengembangan ekonomi secara nasional. Kondisi
yang sedemikian ini hampir dipastikan pula memberi pengaruh negatif terhadap
perkembangan ekonomi nasional. Hal inilah yang menjadi alasan kuat untuk
mengetahui secara mendalam mengapa court involvement terhadap arbitrase
syari’ah tidak sinkron sehinggabelum dapat sepenuhnya mendukung penegakan
hukum Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah. Dari langkahawal
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tersebut kemudian akandidapatkan mekanismecourt involevement terhadap
arbitrase syari’ah yang benar-benar dapat mendukung penegakan hukum Islam
dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah.
Berdasarkan hal tersebut, dalam studi ini diajukan permasalahan (1).
Mengapacourt involvement terhadap arbitrase syari’ah tidak sinkron sehingga
belum mendukung penegakan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa
ekonomi syari’ah? (2). Bagaimana bentuk court Involvement terhadap Arbitrase
Syari’ah yang dapat mendukung penegakan hukum Islam dalam penyelesaian
sengketa ekonomi syari’ah dalam kerangka sistem peradilan di Indonesia?
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui penyebab
court involvement terhadap arbitrase syari’ah yang tidak sinkron sehingga belum
mendukung penegakan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi
syari’ah.2). Untuk mendapatkan bentuk court Involvement terhadap Arbitrase
Syari’ah yang dapat mendukung penegakan hukum Islam dalam penyelesaian
sengketa ekonomi syari’ah dalam kerangka sistem peradilan di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu penelitian hukum
normatif/doktrinal dan non doktrinal. Penelitian hukum normatif/doktrinal
digunakannya untuk menjawab permasalahan dalam konteks, dengan melihat
asas-asas, norma-norma, serta hukum yang telah dipositifkan melalui undang-
undang maupun jadge made law. Kegiatan dalam hal ini mencakup inventarisasi,
pemaparan, interpretasi, dan evaluasi keseluruhan hukum positif (teks otoritatif)
berkenaan dengan arbitrase syari’ah. Penelitian hukum non doktrinal
digunakannya untuk pembahasan permasalahan guna mendapatkan bentuk Court
Involvement terhadap arbitrase syari’ah yang mendukung sepenuhnya penegakan
hukum Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah dalam kerangka
sistem peradilan di Indonesia, yang membutuhkan data yang diperoleh dari
lapangan. Data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis secara kualitiatif.
Pendekatan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman digunakan
sebagai analisa untuk dapat mewujudkan mewujudkan mekanisme court
Involvement terhadap Arbitrase Syari’ah yang dapat mendukung penegakan
hukum Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah dalam kerangka
sistem peradilan di Indonesia. Keberadaan peradilan merupakan representasi dari
fungsi hukum yaitu sebagai sarana penyelesaian sengketa. Dalam praktek
bekerjanya hukum untuk mewujudkan fungsinya sebagai sarana untuk
menyelesaikan sengketa ternyata tidak sesederhana yang dituliskan. Hukum dalam
menjalankan fungsinya tersebut, berhadapan dengan tekanan politik, ekonomi
atau pengaruh bidang sosial lainnya. Hukum memiliki keterbatasan dalam
menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.
Keberadaan alternatif penyelesaian perkara di luar peradilan merupakan alternatif
sebagai penutup kekurangan tersebut. Kendati demikian alternatif penyelesaian
sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase dalam keadaan tertentu tetap
bertumpu kepada peradilan. Dengan kenyataan bahwa institusi peradilan bukanlah
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merupakan sesuatu yang otonom melainkan ada faktor-faktor eksternal yang turut
mempengaruhi bekerjanya peradilan. Dalam sistem hukum terdapat faktor-faktor
yang mempengaruhi bekerjanya sistem tersebut sebagaimana dikemukakan oleh
Lawrence M. Friedman dalam bukunya The Legal System A Social Science
Prespective mengatakan yaitu struktur hukum (Legal Structure), subastansi
hukum (legal substance) dan Kultur hukum (legal culture).
Pendekatan teori Mashlahah digunakan untuk menanalisa tentang
keharusan negara menegakkan prinsip-prinsip prinsip-prinsipIslam.Dalam
kegiatan ekonomi, Islam hanya menekankan prinsip-prinsip dasar, sedangkan
secara rinci diserahkan kepada manusia sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip
tersebut. Kegiatan ekonomi, dilihat dari bentuk dan jenisnya maupun mekanisme
penyelesaian sengketa jika muncul selalu berkembang seiring dengan
perkembangan jaman. Bentuk dan jenis kegiatan ekonomi yang ada dewasa ini
jauh berbeda dengan kegiatan-kegiatan ekonomi di jaman Rosulullah. Islam tidak
membatasi bentuk dan jenis sepanjang tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam.
Dalam prakteknya, ada kalanya para pelaku ekonomi keluar dari prinsip-prinsip
Islam tersebut. Islam menghendaki otoritas legal untuk menegakkan  prinsip-
prinsip tersebut (negara). Kekuasaan negara tersebut tepat dilakukan bagi lembaga
yang secara formal diberi kewenangan menegakkan syariat Islam. Al-maslahah
dijadikan tolok ukur dalam menentukan sebuah kegiatan ekonomi, bentuk maupun
jenisnya tidak keluar dari prinsip-prinsip Islam. Al-maslahah dapat berarti
kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata
al-maslahah dilawankan dengan kata al-mafsadah yang artinya kerusakan.
Pendekatan teori penyelesaian sengketa digunakan sebagai acuan bahwa
dalam memilih Arbitrase Syari’ah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa
berpijak pada landasan teori yang memadai. Dalam taraf tertentu Arbitrase
Syari’ah masih bersinggungan dengan lembaga peradilan. Peradilan yang
dimaksudkan adalah peradilan yang kompeten dalam hukum Islam, karena
darinya tolok ukur al mashlahah digunakan untuk menentukan mekanisme
penyelesaian sengketa yang dilakukan maupun hasilnya tetap berpegang pada
prinsip-prinsip Islam.
Pendekatan teori keserasian sengketa dengan forum penyelesaian
sengketa yang dikemukakan oleh Marc Galanter, digunakan dalam menganalisa
untuk pembaharuan sistem peradilan khususnya keterkaitan antara sengketa dan
forum penyelesaian sengketa. Sengketa yang diselesaikan melalui Arbitrase
syari’ah adalah sengketa bidang ekonomi syari’ah. Pembaharuan dilakukan
dengan penyesuaian antara Sengketa bidang ekonomi syari’ah yang semula
diselesaiakan melalui mekanisme arbitrase Syariah dengan forum peradilan yang
dikenal dalam sistem peradilan di Indonesia.
Temuan-temuan dan analisa hasil pada akhirnya memperoleh simpulan
sebagai berikut :1). Court Involvement terhadap Arbitrase Syari’ah yang tidak
sinkron dikarenakan politik hukum court Involvement terhadap Arbitrase Syari’ah
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yang direpresentasikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia inkonsisten.
Inkonsistensi tersebut dapat diketahui yaitu: 1). Mahkamah Agung mengeluarkan
peraturan teknis (hukum acara) atas court involvement terhadap Arbitrase Syari’ah
bertolak belakang dengan acuan dan praktek hukum acara pada sistem peradilan
di Indonesia yaitu inkonsisten dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang  Peradilan Agama. 2). Mahkamah Agung mengeluarkan petunjuk
teknis tidak sejalan dengan perundang-undangan bersifat umum (general) karena
peraturan tersebut menyamakan “arbitrase” dengan “arbitrase syariah”, sedangkan
secara umum (general) aturan dalam bidang ekonomi syari’ah menghendaki
karakter khusus (prinsip Islam) dan forum khusus dalam penyelesesaian sengketa.
3). Mahkamah Agung mengeluarkan petunjuk teknis belum memberi waktu yang
cukup bagi forum syariah yang formal dalam menegakkan hukum Islam dalam
bidang ekonomi syariah secara paripurna (kaffah). Peraturan hanya
mengakomodir sebagaian dari pelaku ekonomi syariah yang menafikan penegakan
hukum Islam oleh forum syariah yang formal, sedangkan hakekat melakukan
kegiatan ekonomi syariah harus paripurna (kaffah) termasuk di dalamnya
penegakan hukum Islam oleh forum syariah yang formal. Karakter keberlakunya
hukum Islam memerlukan waktu untuk sinergi dan penyesuaian kultur masyarakat
dan lembaga penegak hukum sehingga hukum Islam dalam bidang ekonomi
syariah dapat ditegakkan.
Selanjutnya untuk untuk mendapatkan bentuk court Involvement terhadap
Aritrase Syariah yang sepenuhnya mendukung penegakan hukum Islam dalam
penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah direkomendasikan hal-hal sebagai
berikut: 1. Dalam konsepsi politik hukum court involvement dalam mendukung
penegakan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase syari’ah
adalah perubahan paradigma pembangunan hukum ekonomi yang berorientasi
hanya pada ekonomi konvensional kepada paradigma pengembangan ekonomi
yang mengakomodir prinsip syari’ah. Hal ini dapat ditempuh dengan langkah-
langkah sebagai berikut a. Mendorong efektifitas penyempurnaan undang-undang
yang mengatur arbitrase yang mengakomodir eksistensi arbitrase syari’ah sebagai
dasar hukum utama dalam penegakan hukum Islam melalui arbitrase Syari’ah. b.
Melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan seperti undang-undang
tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, undang-undang tentang
kekuasaan kehakiman serta undang-undang tentang peradilan agama yang juga
menjadi pilar penting dalam pengembangan ekonomi syari’ah pada khususnya dan
perekonomian nasional pada umumnya, disamping peraturan-peraturan bidang
ekonomi yang lainnya. c. Dalam rangka implementasi politik hukum court
involvement dalam mendukung penegakan hukum Islam dalam penyelesaian
sengketa melalui arbitrase syari’ah, perlu mendalami berbagai kajian tentang
pengembangan ekonomi syari’ah dalam mendukung pengembangan
perekonomian nasional. Kejelasan dari politik hukum court involvement tersebut
sangat menentukan  fungsi hukum sebagai sarana pembaruan sosial (law as a tool
of social engineering) yaitu dari masyarakat yang kurang memahami hakekat
kegiatan ekonomi syari’ah menjadi masyakarat yang berpengetahuan yang
mampu memberi kontribusi positif pada perekonomian nasional. 2. Agar terwujud
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mekalnisme court involvement terhadap arbitrase syari’ah yang mendukung
penegakan hukum Islam bidang ekonomi syari’ah perlu ditempuh: a. Pengaturan
yang lebih jelas mengenai arbitrase syari’ah agar pelaksanaannya tidak sampai
merugikan kepentingan pihak-pihak pelaku kegiatan ekonomi syari’ah secara
khusus dan kepentingan nasional secara umum. Langkah yang paling penting
dilakukan adalah : 1). Pihak yang dirugikan hak konstitusinya mengajukan
judisial review ke Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan court involvement
terhadap arbitrase syariah setidaknya terhadap Pasal 1 angka (1) dan angka (4)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa,  Pasal 59 dan Penjelasan Pasal 59 Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk dinyatakan
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat sepanjang dimaknai
menghilangkan kekhususan dari ekonomi syari’ah dan arbitrase syari’ah, sehingga
ayat tersebut harus dibaca “Pengadilan negeri” dan “arbitrase” yang diaksud
adalah dalam hal sengketa yang diperiksa adalah ekonomi konvensional/bukan
ekonomi syariah, dalam hal sengketa yang diperiksa adalah ekonomi syari’ah
maka yang dimaksud “lembaga arbitrase” adalah “arbitrase syari’ah” dan yang
dimaksud  “pengadilan negeri” adalah “pengadilan agama”. 2). Lembaga
pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah) segera
melakukan revisi terhadap Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman yaitu pada pasal yang mengatur tentang arbitrase yaitu
mengakomodir kekhususan arbitrase syari’ah dan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Materi revisi
udang – undang tersebut meliputi : a). Pasal yang berkenaan dengan terminologi
arbitrase syari’ah, ketentuan ini harus jelas memberi definisi Arbitrase Syari’ah
yang berbeda dengan arbitrase konvensional. b). Pasal yang mengatur tentang
kriteria arbitrase yaitu harus dinyatakan dengan tegas bahwa suatu arbitrase itu
masuk kategori arbitrase syari’ah bukan ditentukan oleh jenis lembaga
arbitrasenya melainkan oleh substansi kegiatan ekonominya yaitu ekonomi
syari’ah. c). Pasal yang mengatur titik singgung antara lembaga arbitrase syari’ah
dengan lembaga peradilan yaitu revisi dengan tegas memberi kewenangan kepada
Peradilan Agama yang merupakan representasi peradilan Islam yang diakui oleh
negara, dengan revisi pasal-pasal yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu pasal
tentang kewenangan pemilihan Arbiter dalam arbitrase Syari’ah yang melibatkan
pengadilan. Revisi tersebut secara tegas menunjuk kepada Pengadilan Agama.
Pasal tentang tentang kewenangan Interim measure pada Arbitrase Syari’ah yang
mengarahkan kepada Pengadilan Agama, Pasal tentang kewenangan pembatalan
Putusan Arbitrase Syari’ah diberikan kepada Pengadilan  Agama. Pasal tentang
kewenangan pelaksanaan putusan Arbitrase Syari’ah oleh  Pengadilan Agama.
Dan Pasal tentang kewenangan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Syari’ah Asing
kepada  Pengadilan Agama. 2). Terhadap peraturan yang sifatnya umum,
Mahkamah Agung perlu mengeluarkan petunjuk teknis dengan mengakomodir
kekhususan yang ada pada ekonomi syari’ah serta kekhususan yang ada pada
arbitrase syari’ah. Keterlibatan Pengadilan (court involvement) terhadap arbitrase
syariah diarahkan kepada Peradilan Agama. a. Pembaharuan struktur pengadilan
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yang memiliki kompetensi dalam bidang ekonomi syari’ah agar tersedia forum
penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah yang mampu menjawab tantangan
perkembangan ekonomi syari’ah khususnya dan perekonomian nasional pada
umumnya. Langkah yang paling penting adalah: 1). Mahkamah Agung dalam
lingkup intern segera menyesuaian alur penanganan perkara dengan adanya
kewenangan menangani sengketa ekonomi sayri’ah oleh pengadilan. Sengketa
ekonomi syari’ah baik dari upaya hukum pihak-pihak yang dari awal berperkara
di Peradilan Agama maupun yang semula menempuh penyelesaian sengketa
melalui arbitrase syari’ah yang kemudian bersinggungan dengan Mahkamah
Agung alurnya disesuaikan. Penangan perkara diarahkan kepada Mahkamah
Agung pada Kamar Agama agar sengketa ditangani oleh Hakim-Hakim Agung
pada Kamar Agama yang kompeten di bidang syari’ah. 2). Mahkamah Agung
bersikap aktif dalam berkoordinasi dengan pihak lain/lembaga lain (pihak
pemerintah yaitu kementerian keuangan, kementarian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi dan lain-lain kementerian yang terkait) dalam
mengadakan pembaharuah struktur lembaga peradilan terutama  dalam hal ini
adalah Peradilan Agama yang diberi amanat undang-undang berwenang
menangani sengketa ekonomi syari’ah. Hal demikian dikarenakan penambahan
struktur berimplikasi kepada penambahan kebutuhan anggaran dan sumberdaya
manusia (pegawai). 3). Pemerintah melalui kementerian terkait memberikan
dukungan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung untuk menindak lanjuti setiap
ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara langsung atau tidak
langsung undang-undang tersebut menghendaki penyesuai struktur di dalam
lembaga peradilan. Dalam hal ini undang-undang menunjuk  peradilan agama
berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah. Secara implisit
konsekuensi hal tersebut mengendaki adanya penyesuaian lembaga peradilan
agama termasuk didalamnya penyesuaian strukturnya. c. Dalam ranah kultur
hukum perlu dilakkukan peningkatan kesadaran masyarakat tentang ketaatan
terhadap klausula arbitrase syari’ah yang telah dibuat.Court involvement yang
adalah berprinsip limitedCourt involvement sehingga hanya ditempuh jika tidak
ada alternatif lain. Dengan demikian sasaran pembinaan ini adalah input-input
hukum akan keluar dari masyarakat dalam bidang ekonomi syari’ah yang mampu
direspon oleh lembaga-lembaga hukum dan menghasilkan output yang sesuai
dengan keadilan yang berpilar dari hukum Islam. Output hukum yang diterima
masyarakat dapat dijadikan umpan balik positif bagi lembaga-lembaga hukum.
Dengan demikian interkorelasi lembaga-lembaga hukum dengan masyarakat
terjalin dengan baik yang pada gilirannya akan mampu menjadi pilar agung dalam
perekonomian nasional. Langkah yang dapat dilakukan adalah: 1). Pemerintah
dengan melibatkan secara aktif Non Government Organizations (NGOs), baik
NGOs bidang bisnis maupun kemasyarakatan untuk melakukan penyuluhan
hukum. Penyuluhan hukum tidak terbatas pada pengenalan perundang-undangan
akan tetapi meliputi usaha pengenalan filosofi dan karakteristik ekonomi syari’ah
yang berbeda dengan ekonomi konvensional dan akhirnya motifasi ekonomi yang
berbasis moral religi terinternalisasi dalam masyarakat. 2). Mendorong Non
Government Organizations (NGOs), untuk memiliki kode etik bisnis syari’ah,
terutama NGOs di bidang bisnis syari’ah. 3). Mendorong kepada Asosiasi
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Perbankan Syari’ah Indonesia ASBISINDO yang mewadahi masyarakat di bidang
bisnis (perbankan syari’ah), memberi sanksi kepada anggotannya yang tidak
bersedia mentaati secara suka rela putusan arbitrase Syari’ah dan Non
Government Organizations (NGOs) bidang bisnis juga memberi sanksi kepada
masyarakat yang tidak bersedia mentaati putusan arbitrase secara sukarela. 4).
Mendorong pihak advokad/Pengacara yang juga merupakan  penegak hukum
agar memberi opini hukum kepada kliennya yang menjalakan ekonomi syari’ah
tetap berpegang kepada prinsip syari’ah, sehingga jika terpaksa berperkara baik di
arbitrase syari’ah maupun di Pengadilan Agama, pihak advokad telah menyiapkan
format penyelesaian sengketa/format perdamaian (kemungkinan islah) yang
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